


 
 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI 
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 

Telepon      :  (021) 352-4551, (021)  344-9230 Ext 5311 / Faksimile    :  (021) 352-4551 
Website      :  www.ksap.org / E-mail :  webmaster@ksap.org 
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1. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan 

Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan  
2. Deputi Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
3. Direktur Penuntutan, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi 
4. Direktur Pidana Khusus, Jampidsus Kejaksaan Agung 
5. Direktur Reskrimsus, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia 
6. Deputi Investigasi, Badan Pengawasan keaungan dan Pembangunan 
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan 
8. Direktur Pelaksanan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan 
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SUSUNAN ACARA  

Focus Group Discussion  
Draf Bultek Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang Milik Negara/Daerah 

Ruang Rapat KSAP, 18 Maret 2015 
 
 

WAKTU ACARA NARASUMBER/PETUGAS 

   12.30 - 14.00 Registrasi dan Santap Siang Panitia 

14.00 – 14.30 Sambutan Ketua Komite Kerja Ketua Komite Kerja KSAP 

14.30 – 15.00 

Pemaparan Draf Bultek Akuntansi 

Kekurangan Uang, Surat 

Berharga, dan Barang Milik 

Negara/Daerah 

KSAP 

15.00 – 16.00 Diskusi dan Tanya Jawab KSAP dan Peserta 

16.00  Penutupan  KSAP 
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LEMBAR KONFIRMASI 

 
 
Instansi   : ........................................................................... 

Nomor telepon/fax : ........................................................................... 

Nomor ponsel  : ........................................................................... 

 

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara Focus Group Discussion Draf Bultek 
Akuntansi Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang Milik Negara/Daerah yang 

diselenggarakan pada: 

 Hari/tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 

 Waktu  : Pukul 12.30 – selesai 

 Tempat : Ruang Rapat KSAP 

  Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai III 

  Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 

     Jalan Budi Utomo Nomor 6 – Jakarta Pusat 

 
 

No. NAMA JABATAN 
1.  

 

 

2.  

 

 

 
 
 
 

................,      Maret 2015 
 
 
 
 

       Nama: ............................ 
 
 

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776  
Kontak person: Zulfikar  di 081385047137 
 
 



 
 
 

 
FGD 

 
Bultek Akuntansi   

Kekurangan Uang, Surat Berharga,  
dan Barang Milik Negara/Daerah  

( AKUNTANSI  KERUGIAN  NEGARA) 
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Latar Belakang 

• Terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang, sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai  ataupun kasus 
korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian 
negara 

• Belum ada pengaturan  atas perlakukan akuntansi 
untuk peristiwa tersebut di atas. 

• Hal ini berpotensi menyebabkan pencatatan  
peristiwa tersebut kurang akurat dan tidak 
seragam dalam penerapannya  
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Tujuan Bultek Kekurangan Uang, 
Surat Berharga, dan Barang Milik 

Negara/Daerah  
(Akuntansi Kerugian Negara) 

Memberikan pedoman perlakukan akuntansi 
atas kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang, sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja yang tidak secara khusus 
diatur pada standar atau buletin teknis 

lainnya 
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Ruang Lingkup 

1. Akuntansi Kekurangan Uang, Surat Berharga, 
dan Barang Milik Negara/Daerah 
berdasarkan TP/TGR 

2. Akuntansi Kekurangan Uang, Surat Berharga, 
dan Barang Milik Negara/Daerah 
berdasarkan  putusan pengadilan 
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Pertanyaan ? 

1. Apakah judul bultek “ Kekurangan Uang, 
Surat Berharga, dan Barang Milik 
Negara/Daerah” atau “Akuntansi Kerugian 
Negara ?” 

2. Apakah “Kerugian Negara” menurut UU 
nomor 1 dapat diproses sampai pengadilan ? 
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1. Akuntansi Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang Milik 
Negara/Daerah berdasarkan Putusan  TP/TGR 

 

1. Saat terjadi kekurangan kas, surat berharga, Barang Milik Negara 

2.a. SKTJM 

3.a Melunasi 

2 .b.Tidak TT SKTJM 

4.  Surat Pembebanan 
Sementara 3.b. Tidak melunasi 

Sita Jaminan 

3 Surat Pembebanan 

Penjualan Jaminan 



2. Akuntansi Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang 
Milik Negara/Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan 

• Menguraikan bagaimana akuntansi (pengakuan, 
pengukuran,penyajian, dan pengungkapan) pos 
pos terkait atas kerugian negara yang sudah 
diputuskan Pengadilan 

• Akuntansi pada entitas akuntansi yang 
mengalami kerugian negara, serta entitas 
penegak hukum (Kejaksaan atau KPK) 

• Mengacu pada proses putusan pengadilan 
berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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Peristiwa Kerugian Negara Putusan Pengadilan 

8 

Putusan Pengadilan 
(Pokok +Uang 

Pengganti Kerugian 
Negara 

Membayar 
uang 

pengganti 

Hukuman 
Pokok 

Satu bulan 
belum 

membayar 

Harta Disita 
Kejaksaan Punya 

harta 

Dilelang 

Tidak Punya harta 

Hukuman Pokok + 
hukuman tambahan 

Mencukupi 
Tidak 

Mencukupi 

Hukuman 
Pokok 

Hukuman 
Pokok + 

hukuman 
tambahan ? 

Terjadinya kerugian negara 



Pertanyaan 

• Bagaimana konversi pembayaran penggantian 
kerugian dengan hukuman kurungan 
tambahan (misalnya Penggantian kerugian 
negara Rp 1 miliar, subsider 2 tahun penjara. 
Terdakwa hanya mampu membayar ( hasil 
lelang harta yang disita) Rp 600 juta, berapa 
hukuman subsidernya?) 
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Terima Kasih 
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